BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Bertolak dari perumusan masalah penelitian dan analisa di atas, maka dapat
ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realita berhukum bangsa ini masih mengedepankan undang-undang secara total
dan sekuler (tanpa melihat pada atauran lain, misalnya rambu-rambu hukum
nasional) serta mengabaikan pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Werner
Menski. Hal ini akan menyulitkan terwujudnya keadilan substansial yang
diharapkan oleh hukum progresif. Untuk mewujudkan keadilan pada tindak
pidana ringan melalui penegakan hukum progresif di Indonesia, Kita
membutuhkan penegak hukum yang tidak terbelenggu oleh pemikiran
dogmatik/legalis-positivistik, akan tetapi berani keluar dari cengkraman aturan
perundang-undangan yang tidak adil dan kreatif menciptakan keadilan substansial
dengan tetap bersandar pada nurani sebagai kompas utama.

2. Sebenarnya penegak hukum di tingat penyidik, penuntut dan pengadilan telah
diberi ruang untuk bertindak menurut kehendaknya sendiri dengan
memperhatikan keunikan kasus dan kepentingan umum. Misalnya, diskresi di
kepolisian, diponering di penuntutan dan dua alat bukti plus “nurani hakim” di
pengadilan. Ini merupakan ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk
mengambil keputusan agar memuliakan keadilan substansial yang adalah tujan
hukum progresif. Dengan demikian kasus Nenek Minah, Manisih dan kawan-

kawannya tidak harus sampai pada tahap penuntutan dan bahkan penjatuhan



B. Saran

hukuman penjara atau percobaan. Memang sudah ada penegak hukum yang telah
menerapkan hukum progresif, misalnya Bismar Siregar, namun masih langka.

Dalam KUHP peninggalan zaman kolonial tidak memberi ruang bagi
penyelesaian perkara di luar pengadilan, termasuk tindak pidana ringan. Berpatok
pada KUHP itu, maka pengadilan adalah satu-satunya institusi yang menjadi
tempat pencarian keadilan bagi para pihak yang berperkara. Akan tetapi, dalam
Rancangan Kitab Undan-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah dimasukan
hukum yang hidup sebagai sumber hukum dalam menentukan suatu perbuatan
sebagai tindak pidana atau tidak. Pengaturan tersebut bisa dilacak di Pasal 2 dan

118 RKUHP 2015.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas maka penulis memberikan

saran bahwa;

1.

Sejak berada di Fakultas hukum, para mahasiswa yang nantinya akan menjadi
penegak hukum bangsa ini sudah seharusnya diajarkan tentang empati, kejujuran
dan mengasah nurani mahasiswa hukum agar bisa terlibat pada kebenaran di suatu
saat nanti. Setelah itu, baru diajarkan tentang hukum pidana, perdata dan hukum-
hukum lainnya. Singkatnya, para dosen harus membentuk kemanusiaan
mahasiswa sebelum mengajarkan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis, agar
mahasiwa bisa menerapkan hukum secara manusiawi.

Di sisi lain penegak hukum harus membaca undang-undang secara integral, dan
bukan hanya berpatok pada KUHAP dan KUHP semata. Karena di luar KUHAP

dan KUHP, terdapat undang-undang lain yang mengatur tentang penyelesaian



tindak pidana yang tujuannya untuk mencapai keadilan substansial, misalnya
undang-undang kekuasaan kehakiman.

. Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah memuat pasal-
pasal mengenai hukum yang hidup sebagai sumber hukum. Hal ini diharapkan
agar para pengak hukum bisa menerapkan Pasal 118 RKUHP tersebut dengan
berlandaskan pada nurani dan bukan adanya unsur kepentingan agar bisa

tercapainya keadilan.
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